‘ Menimbang

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN XKETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Mengingat

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

V)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa guna menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan penyesuaian
besaran tunjangan transpotasi untuk Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu
perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Besaran
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286] sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentanng Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736};

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perhendaharaan Negara [(Lemhbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kalf diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736};



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolasn dan  Pertenggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik iIndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimama telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757};
Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847});

Peraturan Pemerintah NWomor 12 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Serta Pelaksanaan Gan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh
Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang



Menetapkan

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh {Berita Daerah Aceh
Tahun 2020 Nomor 66);

14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat
Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali

diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kesejahteraan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Barat Daya [Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2022 Nomor 6});

2. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Acehn Barat
Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 13), diubah
sebagai berikut:

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRK.

(2} Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan.

(3) Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK
diberikan dengan memperhatikan asas, kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa
kenderaan umum yang berlaku.

(4) Tunjangan transportasi hanya dapat diberikan apabila
Pimpinan dan Anggota DPRK tidak menggunakan
kenderaan dinas dengan status apapun.



4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

bertkut
Pasal 9

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rpl16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
per bulan;

b. Wakil Ketua sebesar Rpl14.000.000 [empat belas juta
rupiah) per bulan;

c. Anggota sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per
bulan;

. Ketentuan Pasal 9B diubah, sehingga Pasal 9B berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9B
Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 Peraturan Bupati ini dibayarkan terbhitung sejak bulan
Januari Tahun 2025.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
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Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
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LIZA MARFANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 4-
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